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KONSEP HAK-HAK ATAS KARBON

Feby lvalerina

I. PENDAHULUAN

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menetapkan
beberapa target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rangka mitigasi
perubahan iklim global. Negara-negara yang termasuk Annex 1 yaitu Negara-negara Utara
ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan emisi GRK,
disamping itu kondisi ekonomi mereka memungkinan untuk melakukan berbagai upaya
mitigasi. Mengacu pada prinsip common but differentiated responsibility (CBDR), Negara-
negara Utara berikrar untuk mengurangi emisi GRK paling tidak 5 % dibawah tingkat emisi
pada tahun 1990 yang diukur selama periode komitmen 2008-2012(Carr, Rosembui, 2008).
Sementara itu Negara-negara Selatan tidak memiliki target penurunan emisi GRK, namun
berdasarkan prinsip CBDR negara-negara tersebut memiliki kewajiban untuk bekerjasama

dalam mengatasi masalah perubahan iklim.

Untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi, Protokol Kyoto mengizinkan Negara-
negara Utara ataupun entitas-entitas privat menggunakan berbagai mekanisme yang
fleksibel. The Clean Development Mechanism (CDM) misalnya memungkinkan baik Negara-
negara Utara (developed countries) maupun berbagai entitas privat tetap membuang sekian
banyak gas rumah kaca sebagai pengganti pengurangan emisi di Negara-negara

Berkembang?.

Kemudian mekanisme pengurangan emisi GRK yang belakangan berkembang adalah melalui
sektor kehutanan yaitu baik berupa aktivitas afforestation dan reforestation dalam skema
CDM ataupun melalui aktivitas avoid deforestation dan degradation yang dikenal dengan
program Reducing Emmisions from Deforestation and Degradation (REDD). Hal tersebut
didasarkan pada data bahwa setengah dari karbon di daratan adalah terletak di dalam hutan
(Takacs, 2009). Sementara deforestasi di hutan tropis menyumbang sampai 28% dari gas
rumah kaca (UNDP, 2007:41). Afrika saja telah kehilangan hutannya hampir 10 juta hektar

setiap tahunnya (Takacs, 2009:56). Sedangkan Laporan UNDP memperlihatkan deforestasi

! pasal 6,12, & 17 Protokol Kyoto



dari Indonesia dan Brazil saja adalah sama dengan 80% dari jumlah GRK yang harus ditekan
oleh negara Annex | untuk memenuhi komitmen Protokol Kyoto periode 2008-2012 (Santilli

dkk., 2003:2).

Keseluruhan mekanisme pengurangan emisi mengupayakan agar karbon (CO,) sebanyak
mungkin berada atau tetap berada pada sumber alam (misalnya pohon, tanah). Upaya
pengurangan emisi tersebut kemudian berkembang menjadi bisnis karbon yang sangat
menguntungkan. Investasi negara-negara Annex 1 maupun para pelaku bisnis terutama di

negara-negara berkembang semakin meningkat.

Karbon menjadi komoditas sehingga kepemilikannya perlu diatur dengan rinci. Sebagai
property yang baru, tidak mudah menerjemahkan carbon property rights dan menempat-
kannya ke dalam sistem hukum. Sementara bagi pihak yang mendorong berkembangnya
perdagangan karbon sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim, pengaturan
kepemilikan atas karbon sangat diperlukan bagi efektifitas dan keberlanjutan program
mitigasi di sektor kehutanan. Di sisi lain pihak yang tidak sepakat terhadap perdagangan
karbon yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara-negara Utara dalam
pengurangan emisi, kejelasan mengenai carbon property rights dibutuhkan dalam upaya
untuk melindungi property masyarakat (yang berpotensi terkena dampak dalam perdagang-

an karbon) dari superioritas berbagai pihak yang diuntungkan dalam perdagangan karbon.

Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai konsep carbon property rights, kemudian sejauh
mana hukum internasional mengakomodir isu tersebut dan bagaimana Indonesia mengatur-

nya.



Il. KONSEP HAK-HAK ATAS KARBON

Penyumbang karbon kepada biosfer berasal dari 4 lokasi yaitu udara, darat, laut dan
sedimen. Namun istilah carbon property rights lebih banyak digunakan dalam konteks
mitigasi melalui sektor kehutanan dengan dimungkinkannya memperdagangkan karbon
terutama paska dikeluarkannya skema REDD pada Bali Action Plan 2007. Meskipun karbon
telah diperdagangkan sebelumnya di beberapa negara dengan cara menjual dan membeli
“izin” untuk memproduksi emisi (Bell, McGilivray, 2006:651)%, namun pertanyaan apa hak-
hak atas karbon dan siapa pemilik hak atas karbon lebih banyak berkembang pada

perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Karbon di kawasan hutan menjadi komoditas yang sangat bernilai sehingga menjadi
property yang membutuhkan kejelasan siapa saja pemegang hak-hak atas karbon.
Sementara itu karena karbon sebagai property berada di kawasan hutan, maka pada
prakteknya hak-hak atas karbon seringkali dikaitkan dengan hak-hak atas hutan®, artinya
untuk menentukan siapa saja pemegang hak atas karbon dibutuhkan adanya kepastian
terhadap hak-hak atas hutan. Dengan pemahaman demikian hak-hak atas hutan harus

terlebih dahulu terselesaikan sebelum menentukan hak-hak atas karbon.

Dengan melekat pada kepemilikan atas hutan, di bawah ini adalah beberapa contoh jenis
“property” yang dapat dimiliki dalam konteks karbon serta siapa saja yang dapat
memilikinya*:

e Sequestered Carbon adalah karbon (sebagai komoditas) yang “disimpan”. Dalam hal ini
harus ditentukan apakah sequestered carbon tersebut merupakan kepemilikan yang
terpisah dari pohon dan tanah yang menjadi alat penyimpanannya. Dengan kata lain
pemilik dari pohon, hutan dan lahan tidak otomatis menjadi pemilik dari sequestered

carbon.

2 Sebagai contoh, Inggris memiliki skema perdangangan emisi yaitu instrumen ekonomi yang bersifat sukarela yang bertujuan untuk
mengurangi GRK melalui pendekatan pasar yang memungkinkan para pihak untuk membeli dan menjual “izin” untuk memproduksi emisi.
* Contoh, baca: Samantha Hepburn Carbon Rights As New Property: The Benefits Of Statutory Verification Sydney L. Rev. 239 2009; Travis
Allan, Kathy Baylis, Who Owns Carbon? Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses 2005; David Takacs Forest Carbon ,
Law And Property Rights, Conservation International (2009); Alexandra B. Klass, Elizabeth J. Wilson Climate Change, Carbon Sequestration,
And Property Rights 2010

* Disarikan dari David Takacs Forest Carbon , Law And Property Rights, Conservation International 2009
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Carbon Sinks adalah penyimpanan karbon alami. Rezim property rights yang mengatur
mengenai pohon atau bawah tanah meliputi pula pengaturan mengenai carbon sinks.
Pemilik dari carbon sinks dapat berbeda dengan pemilik karbon lainnya, misalnya

berbeda dengan pemilik Carbon Sequestration Potential di bawah ini .

Carbon Sequestration Potential adalah Bundle of rights dimana pemegang hak diper-
bolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi dari sumber alam untuk menye-
rap karbon. Kegiatan tersebut adalah bundle of rights yang meliputi pengawasan ter-
hadap sumber alam yang dapat melindungi/menyimpan karbon (misalnya tanah,
pohon) dan hak untuk mengelola tanah dengan tujuan memaksimalkan penyerapan
karbon. Pada umumnya pemilik lahan diasumsikan memiliki hak memanfaatkan lahan
untuk kepentingan penyerapan lahan. Namun pemilik lahan juga dapat menyewakan
tanahnya kepada pihak lain untuk tujuan tersebut. Dengan kondisi demikian maka hak
atas Carbon Sequestration Potential berada pada pihak penyewa sedangkan hak atas

carbon sink tetap ada pada pemilik lahan.

Carbon credit adalah salah satu jenis property rights dimana pemegang hak diperboleh-
kan untuk mengeluarkan polusi sebanyak jumlah sequestered carbon yang disimpan
atau emisi yang dicegah untuk keluar dari tempat penyimpanan (natural sink). Credit
tersebut dapat dibeli atau dijual di pasar karbon baik yang bersifat voluntary maupun

regulatory.

Usufruct rights meliputi berbagai hak dan kesepakatan dimana salah satu pihak
mendapatkan keuntungan dari kepemilikan pihak lainnya. Usufruct right adalah terma-
suk mengambil sesuatu dari lahan atau menyimpan sesuatu pada lahan. Dalam kaitan-
nya dengan carbon property rights, pemegang usufruct right diperbolehkan untuk
mengelola lahan tersebut dengan tujuan memaksimalkan Carbon Sequestration Potent-
ial. Usufruct right dapat dilahirkan kontrak ataupun melalui registrasi yang diatur oleh

pemerintah.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan siapa saja yang dapat memiliki hak tersebut dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Pemilik lahan

»

Sequestered carbon » Pemilik pohon

Carbon sink Pemilik tanah
Pemilik dari lahan, pohon, tanah
Terpisah dari kepemilikan lahan, pohon atau
tanah
Pemilik lahan
Carbon Sequestration Potential

Penyewa lahan

Carbon credit > Pembeli karbon

Usufruct rights Pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan

v

pemilik

Apabila mengacu pada penjelasan di atas maka kepastian hak-hak atas hutan menjadi hal
yang penting, misalnya apabila pemilik lahan merupakan pemilik pohon dan tanah baik
permukaan maupun dibawahnya, maka otomatis ia adalah pemilik dari carbon sink kecuali
apabila kepemilikan carbon sink diatur terpisah dari kepemilikan lahan, pohon atau tanah,
karena dikategorikan sebagai mineral misalnya. Namun apabila pemilik lahan terpisah
dengan pemilik pohon, maka harus ditentukan siapa yang memperoleh hak atas karbon,
pemilik lahan atau pemilik pohon. Oleh karena itu berbagai variasi kepemilikan dan
penguasaan atas hutan dapat berpengaruh terhadap penentuan terhadap hak-hak atas

karbon.

Namun perlu dipahami bahwa jenis kepemilikan dan pengusaan atas hutan tidak otomatis

berpengaruh terhadap penentuan hak-hak atas karbon dikarenakan meskipun yang diatur



adalah karbon di dalam hutan, sangat dimungkinkan pengaturan hak-hak atas karbon dibuat
terpisah dari pengaturan kehutanan, misalnya apabila karbon dianggap sebagai mineral atau
bahkan diatur tersendiri terlepas dari rezim kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam

yang telah ada.

Pada intinya berbagai variasi mengenai hak-hak atas karbon dapat dibentuk tergantung
pada kebijakan masing-masing negara. Negara memiliki hak untuk mengatur property di
wilayahnya masing-masing. Secara alami property dibentuk melalui sistem informal yang
berada di masyarakat yang kemudian diformalkan ke dalam sistem hukum. Keputusan
mengenai apa itu karbon akan mempengaruhi bagaimana menempatkan karbon sebagai
property. Contohnya apabila dalam sistem hukum karbon dianggap sebagai mineral maka
kepemilikan karbon berada pada pemerintah, namun apabila karbon dianggap sebagai
bagian dari tumbuhan maka kepemilikannya akan mengacu pada kepemilikan lahan atau
tumbuhan (Saunders, Hanbury-Tenison, Swingland, 2002). Meskipun demikian perlu dipa-
hami bahwa pengertian atas karbon itu sendiri sesungguhnya tidak mengikat bagi penen-
tuan carbon property rights. Negara dapat memiliki berbagai pertimbangan lain seperti
pertimbangan ekonomi, sosial dan politik. Dalam rezim property rights, tidak ada sesuatu
yang melekat pada sumber daya alam itu sendiri yang dapat menentukan property rights
dari sumber daya alam tersebut. Property rights ditentu-kan oleh anggota masyarakat dan
peraturan yang mereka pilih dan bangun berkaitan deng-an pemanfaatan sumber daya alam
tersebut (Coelho, 2009). Property rights terdiri dari berbagai bundles of rights yang diatur
oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pembuat peraturan (negara) dapat

menambah atau mengurangi bundles of rights tersebut (Allan, Baylis, 2005).

Contoh dari variasi bentuk dan penempatan hak-hak atas karbon terdapat di Australia
(Hepburn, 2009). Beberapa negara bagian di Australia masing-masing telah menetapkan
bentuk hak-hak atas karbon yang berbeda. Beberapa negara bagian menetapkan bahwa
hak-hak atas karbon menjadi bagian dari property rights yang diatur dalam common law
system®, sementara negara bagian lainnya mengatur hak-hak atas karbon dalam peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan.

® Hukum dibentuk berdasarkan kebiasaan atau preseden dari keputusan pengadilan
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Jadi kebijakan masing-masing negara akan mempengaruhi keputusan terhadap bentuk hak-

hak atas karbon. Sedangkan kebijakan terhadap sistem kepemilikan karbon umumnya

tergantung pada (Rosenbaum, Schoene, Mekouar, 2004:35-6):

e Kebijakan dan hukum mengenai property rights yang berlaku di negara yang bersangkut-
an: legislator biasanya lebih memilih untuk mengacu pada kebijakan dan hukum yang

ada, ketimbang membuat sesuatu yang revolusioner.

e Kondisi ekonomi: dalam kondisi ekonomi yang mendesak, pembentukan sistem kepe-
milikan atas karbon yang bersifat nasional seringkali dirasakan sebagai sesuatu yang
tidak memungkinkan. Negara tersebut lebih memilih membangun sistem yang seder-

hana untuk menarik pembeli karbon.

e Kemampuan untuk mengatur suatu hak yang sifatnya abstrak: apabila pemerintah
kesulitan untuk mengatur sesuatu yang tidak nyata, bahkan misalnya kesulitan me-
nentukan kepemilikan ruang udara, maka tidak realistis untuk membentuk sistem

kepemilikan karbon yang kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan kemampuan yang terbatas
umumnya negara akan menempatkan hak-hak atas karbon sebagai bagian dari hak-hak atas
hutan yang telah ada atau membuat sistem kepemilikan atas karbon yang sederhana hanya

sekadar untuk menarik investor.



lll. HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK-HAK ATAS KARBON

Batasan dari pengaturan mengenai hak-hak atas karbon adalah kebijakan dan peraturan
perundang-undangan masing-masing negara serta hukum internasional. Negara dapat
membentuk kebijakan mengenai carbon propertry rights sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip dan kesepakatan internasional.

Pengurangan emisi melalui sektor kehutanan dimungkinkan baik oleh UNFCCC (article 3 dan
4) maupun Protokol Kyoto (article 2) namun Konferensi para pihak (COP) untuk UNFCCC
belum menetapkan ketentuan tertentu mengenai carbon property rights atau memutuskan
bagaimana hubungan antara pemilik lahan atau pohon dengan pemilik karbon. Dengan
demikian perdagangan karbon secara sukarela (voluntary) tidak berdasarkan peraturan yang
jelas mengenai hak-hak atas karbon. Sehingga pengaturan mengenai carbon property rights
dibuat melalui project by project atau country by country. Konsekuensinya, tidak adanya
kepastian keamanan bagi investor di satu sisi dan adanya kemungkinan peminggiran
masyarakat lokal atau pihak-pihak marjinal di sisi lain dikarenakan ketidakjelasan hukum

dan kewajiban-kewajiban di dalam kontrak.

Segala upaya mitigasi terhadap perubahan iklim sesungguhnya tetap terikat pada hukum
internasional yang berlaku. Dengan demikian maka penentuan hak atas karbon tidak dapat
mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional
melalui perjanjian internasional, kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip hukum umum
yang diakui oleh bangsa-bangsa. Beberapa hal yang tercakup dalam hukum internasional
yang kemungkinan bersinggungan dalam penentuan hak-hak atas karbon adalah mengenai
hak-hak asasi manusia, hak-hak masyarakat adat serta perlindungan hutan dan keaneka-

ragaman hayati.

Hak masyarakat untuk menentukan sendiri (self determination), contohnya hak menentukan
status politik, mengusahakan ekonomi, sosial dan pengembangan budaya mereka diatur
dalam dua perjanjian internasional yang penting vyaitu the International Covenant on Civil

and Political Rights, and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.



Sementara untuk melindungi pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional dan
pengetahuan tradisional terhadap sumber daya alam diatur dalam The Convention on
Biological Diversity, Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, ILO
Convention No. 169, Agenda 21 Rio, dan Instrumen-instrumen tidak mengikat PBB untuk

semua jenis hutan hutan (The U.N. Non-legally Binding Instrument on all types of forest).

Khusus dalam urusan kehutanan pada Oktober 2007 U.N Joint Legally Binding Instrument on
All Types of Forest menetapkan bahwa masyarakat lokal, pemilik hutan dan semua pihak
terkait berkontribusi untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan harus
terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka secara trans-
paran dan partisipatif, serta melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sejalan

dengan peraturan perundang-undangan nasional (Takacs, 2009).

Ketetapan tersebut sejalan dengan Prinsip 10 dari Deklarasi Rio yang mendorong akses
informasi bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari keputusan berkaitan
dengan lingkungan hidup, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan
hak untuk mengajukan gugatan hukum maupun administratif termasuk meminta ganti

kerugian dan pemulihan (Takacs, 2009).

Namun penerapan hukum internasional memiliki kelemahan dikarenakan beberapa hanya
mengikat bagi yang menandatangani perjanjian internasional tersebut dan beberapa per-
janjian sifatnya tidak mengikat atau dikenal dengan soft law, misalnya resolusi, deklarasi,
rencana aksi dan lain-lain. Bahkan perjanjian internasional yang sifatnya mengikat sekalipun
seperti konvensi yang kemudian aturan-aturannya diturunkan lebih rinci ke dalam protokol,
sesungguhnya tidak langsung mengikat, kecuali dalam kedaaan politik tertentu, sebab
ketiadaan sanksi bagi ketidaktaatan (Bell, McGilivray, 2006). Kelemahan lain dalam penerap-
an hukum inter-nasional terutama dalam konteks perdagangan karbon adalah sistem hukum
internasional tidak mencakup kewajiban individu (bukan negara). Jadi tidak ada kewajiban

dan sanksi bagi entitas-entitas privat yang melakukan aktifitas perdagangan karbon.

Dalam perspektif hukum bagaimanapun keberadaan hak atas properti sangat bergantung

atas kemauan pemerintah sebagai pembuat hukum. Dengan kata lain, hak atas properti



adalah merupakan salah satu materi dari hukum lokal (harrimana, 1926). Oleh karenanya

jangkauan hukum internasional untuk masalah properti sangat terbatas.
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IV. PENGATURAN MENGENAI HAK-HAK ATAS KARBON DI INDONESIA

Dalam sistem hukum Indonesia, properti masuk dalam kategori hukum perdata yang
mengatur mengenai hukum benda. Pengertian benda secara yuridis menurut Pasal 499
KUHPerdata (BW) adalah segala sesuatu yang dapat "di-haki” atau menjadi objek hak milik.
Sementara Subekti membagi pengertian benda menjadi tiga, yaitu (Subekti, 2002:60):

1. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat "di-haki” orang;

2. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja; dan

3. Benda adalah sebagai objek hukum.

Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh BW maupun pendapat Subekti maka segala
sesuatu yang dapat "di-haki” baik yang dapat terlihat/berwujud maupun yang tidak dapat

dilihat/tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda.

Selanjutnya BW membedakan benda ke dalam beberapa klasifikasi, diantaranya adalah
benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena
sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak
(Tutik, 2008:147), misalnya kendaran, alat-lat perkakas, surat-surat berharga dan lain
sebagainya yang diatur dalam Pasal 509, 510 dan 511 BW. Sementara benda tak begerak
adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang
dinyatakan sebagai benda tak bergerak (Tutik, 2008:147). Contoh benda yang termasuk
golongan benda tak bergerak misalnya tanah, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah
karena tumbuh dan berakar serta bercabang, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah
karena didirikan di atas tanah dan lain sebagaianya yang diatur dalam Pasal 506, 507 dan

508 BW.

BW juga meletakan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan-
hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda. Namun dengan
berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA)
ditentukan, bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam
yang ada di dalamnya diatur oleh undang-undang tersebut. Kemudian hak-hak atas sumber
daya alam tersebut diatur lebih rinci oleh peraturan perundang-undangan sektoral, yaitu

seperti peraturan mengenai pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain sebagainya.
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Dari uraian diatas, untuk mengatur hak-hak atas karbon di Indonesia terlebih dahulu perlu
ditentukan apakah karbon adalah benda yang dapat "di-haki” atau dapat dimiliki orang
sesuai dengan BW. Maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk
pengertian benda, seperti bulan, matahari, bintang laut, udara, dan lain-lain (Tutik,
2008:143). Jadi perlu ada kajian tersendiri apakah karbon dapat dikategorikan sebagai
benda. Beberapa contoh jenis benda yang diatur dalam BW yang dapat dihubungkan
dengan karbon, yaitu: “segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan
berakar serta bercabang” dan “hak memetik hasil dan hak memakai”. Untuk yang pertama
karbon dapat dianggap sesuatu yang bersatu dengan tanah, namun apakah karbon tumbuh
dan berakar serta bercabang?. Sementara hak untuk menanam dan menjaga tanaman
seperti yang dikenal dalam kegiatan penyerapan karbon dapat dihubungkan dengan hak
memetik hasil dan memakai, namun apakah menyimpan karbon dapat disamakan dengan

memetik hasil?

Apabila ditentukan bahwa karbon adalah sesuatu yang tidak dapat “di-haki”, seperti halnya
udara dan laut, maka karbon tidak dapat dimasukan ke dalam pengaturan property rights.
Namun sebaliknya apabila karbon telah diputuskan sebagai benda yang dapat “di-haki”,
maka harus ditetapkan kemudian apakah karbon digolongkan sebagai sumber daya hutan
sehingga diatur oleh peraturan perundang-undangan kehutanan atau dianggap sebagai
mineral yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pertambangan
atau bahkan karena keunikannya, ketentuan mengenai hak-hak atas karbon dapat diatur

tersendiri terlepas dari peraturan-perundang-undangan yang telah ada.

Namun dalam prakteknya karbon seakan-akan sudah dikategorikan sebagai benda karena
dapat “di-haki". Sementara hak-hak atas karbon yang telah diatur adalah hak-hak atas
karbon di hutan. Oleh karena itu peraturan mengenai hak yang berlaku adalah peraturan
perundang-undangan mengenai kehutanan sebagai lex specialis® dari KUHPerdata dan
UUPA. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan negara memegang

penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Pasal 4 menyebutkan bahwa semua

®Llex specialis derogat legi generalis adalah ketentuan-ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang umum
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hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara termasuk mengatur dan
menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta perbuatan
hukum mengenai kehutanan. Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut jelas
disebutkan bahwa Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak

kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Izin dan hak berkaitan dengan karbon kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan. Pasal 25 dan Pasal 33 dari peraturan pemerintah tersebut memberi
wadah bagi pemanfaatan karbon. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pelaksana dari
ketentuan mengenai kegiatan usaha jasa lingkungan yang diatur dalam Undang-undang
Kehutanan. Pasal 25 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha yang termasuk dalam
kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah penyerapan dan/atau penyimpanan
karbon. Karbon sebagai properti selanjutnya diatur dalam Permenhut No. 30 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta
Permenhut No. 36 Tahun 2009 Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan

/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Hak atas karbon dalam Permenhut No. 30 adalah hak untuk “melakukan kegiatan REDD”
sementara yang dapat memegang hak tersebut disebut sebagai entitas nasional dan entitas
internasional. Entitas nasional terdiri dari: Pemegang IUPHHK-HA, Pemegang IUPHHK-HT,
Pemegang IUPHH-HKM, Pemegang IUPHHK-HTR, Pemegang IUPHHK-RE, Kepala PKHP,
Kepala KPHL, Kepala KPHK, Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam atau
Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman nasional, Pengelola Hutan Adat, pemilik atau Pengelola
Hutan Hak serta Pengelola Hutan Desa’. Ketentuan mengenai cara memperoleh hak ter-
sebut serta isi dari hak tersebut diatur secara ringkas dalam Pasal 12 dan 14 Permenhut

tersebut.

” pasal 4 Permenhut No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
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Sementara itu dalam Permenhut No. 36 hak atas karbon diterjemahkan sebagai hak untuk
“melakukan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan
produksi dan hutan lindung". Isi dari hak atas karbon tersebut (sub rights) diatur dalam
Pasal 3, yaitu diantaranya adalah hak untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan
sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan pada izin usaha
pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan
hutan desa; peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan
teknik silvikultur. Pihak-pihak yang dapat diberikan hak dalam Permenhut No. 36 tersebut
adalah Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-HTR, lzin Usaha
Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan
pengelola hutan desa® dan untuk areal yang tidak dibebani izin hak dapat diberikan kepada
perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) serta Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma)®. Adapun tata cara untuk

memperoleh hak tersebut diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.

Dikaitkan dengan penjelasan konsep atas karbon sebelumnya di atas, pemerintah Indonesia
jelas memanfaatkan penguasaan negara untuk mengatur mengenai hak-hak atas karbon.
Namun sayangnya pola kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia membuktikan kondisi
yang diuraikan oleh Kenneth L. Rosenbaum, Dieter Schoene & Ali Mekouar dalam Climate
Change and the Forest Sector: Possible National and Subnational Legislation diatas yaitu
Negara lebih memilih membangun sistem yang sederhana hanya untuk menarik pembeli
karbon untuk itu pembuat kebijakan biasanya lebih memilih untuk mengacu pada kebijakan
dan hukum yang ada, ketimbang membuat sesuatu yang revolusioner. Hasilnya, ketentuan
mengenai hak-hak atas karbon yang diatur dalam kedua permenhut tersebut tidak rinci
dalam bentuk, isi dan cakupan yang mewadahi keunikan atas seluruh kepentingan
berhubungan dengan karbon. Terlebih lagi dari keduanya tidak terjelaskan hubungan antara
hak-hak atas karbon dengan kepemilikan atau penguasaan yang telah ada terlebih dahulu

dan kemungkinan adanya konflik dengan hak-hak tersebut.

® pasal 5 Permenhut No. 36 Tahun 2009 Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan
Produksi dan Hutan Lindung

® Ibid, Pasal 7
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Sesungguhnya bentuk pengaturan hak-hak atas karbon tidak harus “ditempelkan” pada
peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam, negara berhak mengatur
secara khusus demi kepentingan masyarakat. Paling tidak ada tiga pilihan bagaimana meng-
atur hak-hak atas karbon. Pertama, karbon ditetapkan sebagai benda yang dapat dihaki dan
pengaturan mengenai property rights-nya ditempatkan sebagai bagian dari hak-hak yang
telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sumber daya alam yang telah ada.
Kedua, karbon ditetapkan sebagai benda yang dapat dihaki namun diatur secara khusus
terlepas dari hak-hak yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sumber
daya alam yang telah ada. Ketiga, karbon ditetapkan sebagai sumber daya alam yang open

access (Coelho, 2009)° seperti halnya udara sehingga tidak dapat dihaki oleh orang.

Pilihan pertama merupakan pilihan yang termudah, namun kelemahannya apabila
peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur mengenai kepemilikan dan
penguasaan secara jelas dan dalam penerapannya banyak menimbulkan konflik maka
masalah yang sama akan terjadi pada pelaksanaan hak-hak atas karbon. Sedangkan pilihan
kedua lebih membuka peluang untuk mewujudkan sistem kepemilikan dan penguasaan atas
karbon yang sesuai dengan kepentingan masyarakat karena tidak harus mewarisi berbagai
masalah dari hak-hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai sumber
daya alam yang telah ada, namun penyusunan konsep kepemilikan dan penguasaan atas
karbon yang benar-benar baru memerlukan berbagai kajian, tenaga ahli, waktu yang lebih
banyak dan biaya yang lebih besar. Sementara pilihan ketiga yaitu membiarkan karbon
sebagai sumber daya alam yang open access menghambat upaya penyimpanan dan
penyerapan karbon karena tidak ada keuntungan ekonomi untuk melakukan upaya

tersebut.

Mengingat kompleksitas dalam menentukan hak atas karbon maka diperlukan kajian
profesional yang melibatkan ahli yang memiliki pengetahuan baik keilmuan maupun teknis
seperti ahli hukum, sosiologi, antropologi, biologi, geologi dan lain sebagainya. Disamping

itu meskipun penentuan hak-hak atas karbon menjadi kewenangan pemerintah namun

'° Dalam rezim open access tidak ditentukan siapa yang dapat menggunakan suatu sumber daya. Keuntungan dari sumber daya tersebut
dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Setiap individu tidak memiliki keuntungan lebih atau kewajiban untuk menjaga sumber daya
tersebut.
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perlu adanya kepastian terhadap transparansi pada setiap proses penentuan pemanfaatan
karbon, perlindungan terhadap SDA dan lingkungan serta keadilan dan kesejahteraan

masyarakat lokal.
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V. POSISI MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL DALAM PENGATURAN HAK-HAK ATAS
KARBON

Masyarakat adat berada dalam dilema: haruskah mereka mendukung perlindungan hutan

berdasarkan Protokol Kyoto atau berusaha menentangnya? Apabila hutan dilindungi untuk

keberadaan karbon maka hak masyarakat adat untuk menjaga budaya tradisionalnya dapat

hilang (Goldberg, Badua, 2008:59). Dilema tersebut akan luntur apabila sistem

pemanfaatan karbon yang dibangun dapat memastikan kepentingan masyarakat adat dan

lokal terpenuhi.

Pengaturan terhadap hak-hak atas karbon akan berpengaruh terhadap posisi masyarakat
adat dan lokal. Kewenangan pemerintah dalam pengaturan mengenai properti termasuk
hak-hak yang berkaitan dengan karbon menghasilkan berbagai kemungkinan dampak yang
berbeda. Tiga pilihan pengaturan hak-hak atas karbon pada bab diatas memberi konse-
kuensi yang berbeda pada masyarakat adat dan lokal. Apabila pemerintah memilih untuk
menetapkan ketentuan mengenai hak-hak atas karbon sesuai atau bahkan identik dengan
hak-hak atas hutan yang telah ada maka masalah berkaitan dengan hak-hak atas hutan akan
diwarisi oleh hak-hak atas karbon salah satunya adalah perlakuan tidak adil yang diterima
oleh masyarakat adat dan lokal. Di sisi lain apabila pemerintah menggunakan pilihan kedua,
yaitu mengatur hak-hak atas karbon terlepas dari hak-hak yang telah ada, maka masih ada
peluang untuk terwujudnya sistem kepemilikan dan penguasaan hak atas karbon yang
sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun apabila pemerintah menetapkan karbon
sebagai sumber daya alam yang open access maka menutup peluang pemanfaatan karbon

secara ekonomi.

Sayangnya kebijakan perdagangan karbon di Indonesia menggunakan sistem pengalokasian
hak-hak yang sama dengan sumber daya hutan lainnya, bahkan dikaitkan dengan hak-hak
atas hutan yang telah ada, padahal penetapan hak-hak atas hutan tersebut telah lama
menimbulkan konflik. Kondisi demikian berpotensi melanjutkan peminggiran masyarakat
adat dan lokal karena masyarakat adat dalam konteks sistem pemilikan dan penguasaan
sumber daya alam lainnya, telah lama terabaikan. Dengan begitu pengaturan mengenai hak-
hak atas karbon yang saat ini berlaku sangat sedikit memberi manfaat bagi masyarakat adat

dan lokal.
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Demikian pula sangat disayangkan bahwa dalam diskusi-diskusi global mengenai perubahan
iklim, hak atas masyarakat tidak termasuk dalam isu prioritas. Lebih jauh, tidak adanya atau
hanya sedikit ketertarikan terhadap isu implikasi masyarakat adat terhadap eksploitasi

sumber daya alam untuk penyerapan karbon.
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VI. KESIMPULAN

Upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan berkembang menjadi bisnis karbon yang
sangat menguntungkan. Karbon menjadi komoditas sehingga kepemilikan dan penguasaan-
nya perlu diatur. Kemudian munculah istilah carbon property rights yang kebanyakan di-
gunakan dalam konteks mitigasi melalui sektor kehutanan. Meskipun penyumbang karbon
kepada biosfer berasal dari 4 lokasi yaitu udara, darat, laut dan sedimen, namun karbon
sebagai properti (sehingga menuntut kejelasan hak-hak atasnya) yang sementara ini
berkembang adalah karbon yang berasal dari hutan. Oleh karena itu dalam prakteknya

carbon property rights dikaitkan dengan hak-hak atas hutan.

Secara alami property dibentuk melalui sistem informal yang berada di masyarakat yang
kemudian diformalkan ke dalam sistem hukum. Negara memiliki hak untuk mengatur
property di wilayahnya masing-masing. Artinya berbagai variasi mengenai hak-hak atas
karbon dapat dibentuk tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Kajian terhadap
pengertian dari karbon itu sendiri dapat mempengaruhi penempatan karbon sebagai
property. Namun perlu dipahami bahwa pengertian atas karbon itu sendiri sesungguhnya
tidak mengikat bagi penentuan carbon property rights karena tidak ada sesuatu yang
melekat pada suatu sumber daya yang dapat menentukan property rights dari sumber daya
itu sendiri. Dalam menentukan carbon property rights negara dapat memiliki berbagai per-

timbangan lain seperti pertimbangan ekonomi, sosial dan politik.

Namun sayangnya negara-negara belum memiliki petunjuk atau standar mengenai
pengaturan carbon property rights. Konferensi para pihak (COP) untuk UNFCCC belum
menetapkan ketentuan tertentu mengenai carbon property rights atau memutuskan
bagaimana hubungan antara pemilik lahan atau pohon dengan pemilik karbon. Dengan
demikian peraturan mengenai hak-hak atas karbon yang dibentuk oleh negara-negara tidak

dapat dipastikan adil dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Indonesia jelas memanfaatkan kewenangan negara untuk mengatur mengenai
properti. Beberapa variasi mengenai bentuk pengaturan hak-hak atas karbon—yang tidak
saja harus dikaitkan dengan hak-hak atas hutan—sesungguhnya dapat digunakan. Namun

Indonesia lebih memilih pengaturan hak-hak atas karbon yang sama dengan sistem
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pengalokasian hak-hak atas sumber daya hutan lainnya, meskipun penetapan hak-hak atas
hutan tersebut telah lama menimbulkan konflik dan pengabaian masyarakat adat dan lokal.
Indonesia lebih memilih membangun sistem yang sederhana sekedar untuk menarik
pembeli karbon sehingga lebih memilih untuk mengacu pada kebijakan dan hukum yang
ada, ketimbang membuat sesuatu yang revolusioner yang mengutamakan kepentingan

masyarakat.
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Myrna A. Safitri, SH., Msi

Dewan Pembina:
Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si
Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA
Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH
Sandra Yati Moniaga, SH
Ifdhal Kasim, SH
Ir. Abdi Suryaningati
Dewan Pengawas:
Ketua :Geni Flori Bunda Achnas
Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH
Yuniyanti Chuzaifah, PhD
R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.
Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M
Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH
Bendahara : Julia Kalmirah, SH
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Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:
Myrna A. Safitri, SH., Msi

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:
Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:
Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:
Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkar belajar:
Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:
Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jatipadang Utara | No. 12
Jakarta 12450

Telepon/faksimile: 021-78832167

E-mail : epistema.institute@yahoo.com

Website : www.hukumdanmasyarakat.org
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